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LKPP. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kamus Kompetensi.

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang

a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, salah satu tugas
Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah menyusun
standar kompetensi Jabatan Fungsional,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, standar
kompetensi aparatur sipil negara didasarkan pada kamus
kompetensi teknis, kamus kompetensi manajerial, dan
kamus kompetensi sosial kultural;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  tentang Kamus Kompetensi Teknis

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Sipil

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

Negeri (Lembaran Negara

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun
2007

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah

tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 33);

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa (Berita Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

Pemerintah Negara
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1907);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KAMUS
KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.
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Pasal 1
Kamus  Kompetensi Teknis Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah merupakan daftar jenis kompetensi teknis, definisi
kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis dan indikator
perilaku untuk setiap level kompetensi teknis di bidang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

Daftar jenis kompetensi teknis Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri

atas:

1. Kompetensi Melakukan Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

2. Kompetensi Melakukan Pemillihan Penyedia Barang/Jasa
Pemerintah;

3. Kompetensi Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah; dan

4. Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Secara Swakelola.

Pasal 3
Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 4
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2019
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,
ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN
BARANG /JASA PEMERINTAH

1. KOMPETENSI MELAKUKAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

Nama Kompetensi : | Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kode Kompetensi

Definisi : | Kompetensi ini mencakupi kemampuan (sinergitas pengetahuan,
sikap)

Barang/Jasa

keterampilan, dan untuk melakukan perencanaan
pemerintah  (beserta pengelolaan
Identifikasi/Reviu Kebutuhan dan

penyusunan Spesifikasi Teknis dan

Pengadaan
risikonya), yang meliputi
Penetapan Barang/Jasa;
Kerangka Acuan Kerja (KAK);

perumusan strategi Pengadaan, pemaketan dan cara Pengadaan;

penyusunan perkiraan harga;

dan perumusan organisasi pada Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

KECAKAPAN

Level

Deskripsi

Indikator Perilaku

Mampu memahami tentang
Identifikasi/Reviu
Kebutuhan dan Penetapan

1.1 Memahami tentang Identifikasi/Reviu Kebutuhan
dan Penetapan Barang/Jasa pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Barang/Jasa, Spesifikasi [ 1.2 Memahami tentang Penyusunan Spesifikasi
Teknis/Kerangka Acuan Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada
Kerja, Perkiraan Harga, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Strategi Pengadaan, | 1.3 Memahami tentang Penyusunan Perkiraan Harga
Organisasi Pengadaan untuk setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa
Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah.

dan melakukan | 1.4 Memahami tentang Perumusan Strategi
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